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BAB I.   PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
     Pemberdayaan selalu diawali oleh terjadinya suatu masalah yang perlu  
untuk segera dicari solusinya agar masalah tersebut tidak berdampak buruk 
secara lebih luas. Permasalahan yang terjadi bisa berupa masalah fisik: jalan 
rusak, jembatan rawan roboh, permasalahan ekonomi dan lingkungan (Ferry F 
Kawur, 2007).   Masalah lingkungan yang cukup menonjol akhir-akhir ini adalah 
masalah: banjir, tanah longsor, kekeringan serta kerusakan hutan. Salah satu 
solusi untuk mengatasi permasalahan  kerusakan hutan adalah perlunya 
diterapkan sertifikasi ekolabel dalam pengelolaan hutan, baik pada hutan alam, 
hutan tanaman maupun pada hutan rakyat.  
    Hutan rakyat kini perannya semakin besar bagi pemenuhan bahan baku 
kayu nasional ataupun untuk tujuan ekspor. Kayu rakyat mampu memberikan 
kontribusi bagi penurunan defisit kebutuhan kayu yang dihadapi oleh dunia 
kehutanan saat ini. Menurut data di BRIK ( Badan Revitalisasi Industri 
Kehutanan ) tahun 2004 sampai tahun 2006 untuk prosentase  produk kayu 
olahan 38 - 40% menggunakan kayu rakyat (BRIK, 2007). Sementara pada 
tahun 2011 telah terbangun Hutan Rakyat lebih dari 3,5 juta hektar, dengan 
potensi standing stock kayu mencapai 125 juta m3 per tahun, potensi siap panen 
lebih dari 20 juta m3 per tahun, serta mampu menyerap tenaga kerja hingga 17,5 
juta orang. Sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut 
tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta 
hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis 
ditebang (Dirjen BPDAS-PS, 2011). 
    Sejarah kemunculan sertifikasi ekolabel hutan berawal dari keprihatinan 
akan semakin rusaknya hutan di dunia. Dekade 1980 s.d. 1990-an, kampanye 
dan aksi–aksi boikot terhadap perdagangan kayu-kayu tropis marak dilakukan 
oleh pemerhati lingkungan.  Upaya boikot tersebut tidak terlalu membawa hasil 
yang menggembirakan, karena selain tersandung ketentuan WTO, juga karena 
kebutuhan perdagangan kayu dan turunannya adalah tuntutan kebutuhan pasar. 
Situasi ini mendorong munculnya inisiatif untuk menggunakan sistem sertifikasi 
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ekolabel  hutan  (forest certification ecolabelling system) yang berorientasi pasar 
dan sukarela ( LEI, 2004).  
    Dengan demikian, maka sertifikasi ekolabel hutan bisa dipahami sebagai 
alat dan sekaligus proses yang bisa menunjukkan kepada para pihak (konsumen, 
pegiat lingkungan, pemerintah, buyer, dan para pihak lain) bahwa suatu hutan 
terkelola dengan standar atau prinsip-prinsip keberlanjutan. Biasanya proses 
penilaian sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat ekolabel dilakukan oleh pihak 
ketiga (bukan dari produsen, buyer, konsumen, atau pemerintah).  
     Penelitian mengenai sertifikasi hutan telah banyak dilakukan namun 
belum banyak yang mengkhususkan pada sertifikasi hutan rakyat, terutama di 
Indonesia. Simula et al. (2005) telah melakukan studi mengenai Benefit Cost 
Ratio sertifikasi  hutan di Brazil, Malaysia dan Indonesia namun studi kasus 
tersebut dilakukan hanya di hutan alam yang dikelola oleh swasta. Dalam 
pengertian yang lain, sertifikasi hutan mempunyai dua wajah yang tidak dapat 
dipisahkan, karena pertama, sebagai upaya untuk mendorong pengelolaan hutan 
secara lestari  dan kedua, membuka peluang terjadinya interaksi atau transaksi 
positif antara pasar (pembeli)  dengan Unit Manajemen (UM) sebagai produsen 
kayu.   Untuk itu  sertifikasi ekolabel hutan hanya diterapkan pada kawasan 
hutan produksi. Adapun hasil konkret yang  diperoleh dari sertifikasi ekolabel 
hutan adalah pengakuan publik, pemerintah, dan pelaku pasar atas kinerja 
pengelolaan hutan secara lestari  baik dari sisi:  produksi, ekologi, dan sosial.   
     Saat ini kebutuhan sertifikasi ekolabel  hutan kian meningkat. Tidak saja 
karena meningkatnya tuntutan konsumen akan produk-produk ” hijau ”, tetapi 
sertifikasi ekolabel memampukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan 
hutan memperbaiki kinerja dan proses pengelolaan hutan mereka (Didik 
Suharjito, 2000). Kian berkurangnya pasokan kayu akibat tingginya laju 
kerusakan hutan (deforestry) semakin mempertegas perlunya mengelola hutan 
secara lestari (Sustainable Forest Manajemen)  agar diperoleh pasokan hasil 
kayu secara berkelanjutan. .   
Di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, telah terbentuk  Kelompok 
Tani Hutan Rakyat (KTHR)  sebagai satuan Pengelola  Hutan, yang bernama  
Forest Management Unit (FMU) atau KTHR Lawu Manunggal. KTHR Lawu 
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Manunggal  merupakan gabungan KTHR dari 5 desa di Kecamatan Panekan dan 
Kecamatan Sidorejo mengelola hutan seluas 940,161 ha. Kelahiran KTHR 
berawal dari keprihatinan makin rusaknya hutan rakyat pada wilayah Gunung 
Lawu sisi timur karena penebangan kayu tidak  terkendali yang dikawatirkan  
menimbulkan tingginya laju erosi, tanah longsor dan berkurangnya debit mata 
air, sedangkan bagi hutan rakyat yang telah baik tidak dijaga akan fungsi dan 
kelestariannya. Terhadap keberhasilan pengelolaan hutan selama ini maka 
KTHR ini bermaksud untuk mendapatkan sertifikat ekolabel dalam pengelolaan 
hutannya dari Lembaga Sertifikasi (LS) yang kredibel, menurut Sistem 
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) dari 
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI).  Namun,  tidaklah mudah untuk 
mendapatkan sertifikat ekolabel tersebut dan dibutuhkan pemberdayaan bagi 
organisasi,  pengurus dan anggotanya untuk melakukan upaya  pengelolaan 
hutan secara lestari serta penyiapan-penyiapan dokumen untuk kelola produksi, 
ekologi dan sosial. agar layak mendapatkan sertifikat ekolabel dalam 
pengelolaan hutannya.  
B. Rumusan Masalah 
1. Kondisi kelembagaan KTHR kurang aktif dan tidak memiliki dokumen 
administrasi secara baik, bagaimana kondisi awal kelompok tani hutan  
sebelum dilakukan pemberdayaan untuk mendapatkan  sertifikat  ekolabel? 
2. Hutan rakyat rentan terhadap penebangan kayu secara tidak terkendali, 
bagaimana kondisi seharusnya KTHR  bisa memenuhi kriteria dan indikator 
hingga mendapatkan sertifikat ekolabel menurut standar LEI ?  
3. Kondisi hutan rakyat yang telah terkelola baik tidak akan berkelanjutan, 
bagaimana model pemberdayaan KTHR Lawu Manunggal sampai  
mendapatkan sertifikat ekolabel untuk menjaga kelestarian hutannya ?  
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui dan menganalisis  kondisi awal KTHR Lawu Manunggal dari 
sisi kelambagaan, dokumen dan administrasinya  sebelum dilakukan 
pemberdayaan untuk mendapatkan  sertifikat  ekolabel. 
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2. Mengidentifikasi kriteria dan indikator aspek produksi, ekologi dan sosial 
yang dibutuhkan agar KTHR Lawu Manunggal  bisa mendapatkan sertifikat 
ekolabel menurut standar LEI.  
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model pemberdayaan  KTHR Lawu 
Manunggal sampai  mendapatkan sertifikat ekolabel.  
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:  
1. Bagi petani hutan dan kelompok tani hutan. Dapat mengetahui tentang 
bagaimana penyiapan organisasi, dokumen apa yang dibutuhkan serta 
tahapan apa yang mesti dilakukan apabila ingin mendapatkan sertifikat 
ekolabel dalam pengelolaan hutan.  
2. Bagi industri kayu dan konsumen hijau. Dapat mengetahui proses dan 
adanya unit manajemen pengelola hutan yang menyediakan bahan kayu dari 
hutan yang telah dikelola secara lestari. 
3. Bagi ilmu pengetahuan. Memberikan masukan tentang model dan  strategi 
implemetasi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari  
4. Bagi pemerintah dapat memberikan masukan dalam merumuskan dan 
menyempurnakan kebijakan dalam penataan dan pengelolaan sumber daya 
hutan,  sedangkan bagi pemerintah daerah dapat menjadi masukan  dalam 
menyusun strategi dan perencanaan dalam perluasan pengelolaan hutan 
rakyat  secara lestari dalam rangka pembangunan  sosial,  ekonomi dan 
lingkungan secara  berkelanjutan. 
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